
 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

 

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

I - 1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden 

No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban 

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. 

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut 

selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu 

meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem 

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bontang, capaian tujuan 

dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi 

dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan 

harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate 

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung 

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas 

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden 
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No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai 

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari 

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan 

sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan 

unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kependudukan yang dipimpin oleh 

Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota 

Bontang melalui Sekretaris Daerah Kota Bontang. Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 

Tahun 2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pembentukan Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. 

 

C. Tugas dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang  

mempunyai tugas dan kewajiban : 

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang 

diberikan   

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas bidang kependudukan dan 

pencatatan sipil    

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil 
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3. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil 

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dra. Hj. 

Yuliatinur, MM. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural 

sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini: 
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D. Isu Strategis 

1. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai    

2. Keterbatasan anggaran berakibat beberapa program unggulan yang tidak 

tercover dalam pembiayaan kerja 

3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen 

kependudukan 

4. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kompetensi 

E. Landasan Hukum 

LKIP Kota Bontang ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum 

sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 

2013 - 2018. 
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F. Sistematika 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Bontang Kota Bontang Tahun 2019 adalah : 

 BAB I PENDAHULUAN 

  Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang 

dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. 

 BAB II PERENCANAAN KINERJA 

  Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu. 

 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

  Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian 

Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. 

 BAB IV PENUTUP 
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 BAB II  

 PERENCANAAN KINERJA 

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, 

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

2.1 Tujuan dan Rencana Strategis 

A. Rencana Strategis 

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan 

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah 

yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh 

Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang. Rencana  Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari 

tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun 

tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bontang terkait 

dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dibuat pada masa jabatannya, dengan 

demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi 

akuntabel. 

Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tersebut 

ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Bontang Tahun 2017 - 2021. 

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses 

penyusunan RPJMD Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 dengan melibatkan 

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas 



 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

 

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

II - 2 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang merupakan hasil kesepakatan 

bersama antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dan 

stakeholder. 

Selanjutnya, Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang merupakan dokumen 

perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dimuat program dan kegiatan 

prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. 

1. Visi 

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang 

oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang, 

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 

- 2021 adalah :  

Menguatkan Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang 

Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk 

Kesejahteraan Masyarakat 

2. Misi 

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai 

berikut : 

Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan 

kualitas Sumberdaya Manusia 
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3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu 

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa 

strategis. 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun 

waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 - 2021 sebanyak 1 sasaran 

strategis. 

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan 

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

NO TUJUAN SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET KINERJA PADA 

TAHUN 

2017 2018 2019 2020 2021 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 mengembangkan masyarakat dan 

pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, 

berbasis informasi dan teknologi 

Terwujudnya tertib administrasi 

kependudukan dengan tersedianya data 

dan informasi penduduk yang akurat 

Rasio penduduk ber 
KTP per satuan 
penduduk 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Rasio Bayi berakta 
kelahiran 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

   Rasio pasangan 
berakta nikah 

0,57 0,6 0,62 0,63 0,65 

   Cakupan penerbitan 
kartu tanda penduduk 

93 96 97 98 100,00 

   Cakupan penerbitan 
akta kelahiran 

65 70 75 80 85 
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B. Indikator Kinerja Utama 

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata 

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bontang telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan 

masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota 

Bontang Nomor : 06 Tahun : 2019 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota 

Bontang dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2017 - 2021. 

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Indikator Kinerja Utama 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
SATUAN 

PENJELASAN 

ALASAN 
FORMULASI / 

RUMUS 

PERITUNGAN 
SUMBER DATA 

1 Terwujudnya 

tertib 

administrasi 

kependudukan 

dengan 

tersedianya data 

dan informasi 

penduduk yang 

akurat dan 

terpadu 

Rasio 

penduduk ber 

KTP per 

satuan 

penduduk 

Ratio  

Sesuai dengan 

Permendagri 

86 Tahun 2017 

 

Jumlah 

penduduk usia 

lebih dari 17 

tahun yang ber 

KTP / Jumlah 

penduduk usia 

lebih dari 17 

tahun atau telah 

menikah 

 

Jumlah 

penduduk Ber 

KTP 

  Rasio Bayi 

berakta 

kelahiran 

Ratio  

Sesuai dengan 

Permendagri 

86 Tahun 2017 

 

Jumlah bayi 

berakte 

kelahiran / 

Jumlah bayi 

 

Jumlah anak 

Ber Akta 

Kelahiran 
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  Rasio 

pasangan 

berakta nikah 

Ratio  

Sesuai dengan 

Permendagri 

86 Tahun 2017 

 

Jumlah 

pasangan nikah 

berakte nikah / 

jumlah 

keseluruhan 

pasangan nikah 

 

Jumlah 

pasangan Ber 

Akta Nikah 

  Cakupan 

penerbitan 

kartu tanda 

penduduk 

Persen  

Sesuai dengan 

Permendagri 

86 Tahun 2017 

 

Jumlah KTP 

Ber NIK yang 

diterbitkan / 

Jumlah 

penduduk wajib 

KTP X 100% 

 

Presentase 

Penduduk Ber 

KTP 

  Cakupan 

penerbitan 

akta kelahiran 

Persen  

Sesuai dengan 

Permendagri 

86 Tahun 2017 

 

Jumlah 

penduduk lahir 

dan 

memperoleh 

akta kelahiran 

di tahun 

bersangkutan / 

jumlah 

kelahiran di 

tahun 

bersangkutan X 

100% 

 

Presentase 

Penduduk Ber 

Akte 

Kelahiran 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan  

sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan 

karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa 

yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh 

instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari 

sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan 

fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan 

lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. 

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan 
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Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan 

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

dengan uraian sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

Tahun 2019 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya tertib administrasi 

kependudukan dengan 

tersedianya data dan informasi 

penduduk yang akurat dan 

terpadu 

Rasio penduduk ber KTP per satuan 

penduduk 

1,00 

  Rasio Bayi berakta kelahiran 1,00 

  Rasio pasangan berakta nikah 0,62 

  Cakupan penerbitan kartu tanda 

penduduk 

97 

  Cakupan penerbitan akta kelahiran 75 

 

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut : 

  



 
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

 

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

II - 7 

Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja  

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
SATUAN ALASAN FORMULASI/CARA PENGUKURAN SUMBER DATA KETERANGAN/KRITERIA 

1 Terwujudnya tertib administrasi 

kependudukan dengan tersedianya 

data dan informasi penduduk yang 

akurat dan terpadu 

Rasio penduduk 

ber KTP per 

satuan penduduk 

Ratio Sesuai dengan 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

Jumlah penduduk usia lebih dari 17 

tahun yang ber KTP / Jumlah penduduk 

usia lebih dari 17 tahun atau telah 

menikah 

Data Konsolidasi Bersih 

(DKB) Kementerian 

Dalam Negeri - Republik 

Indonesia 

Jumlah penduduk Ber KTP 

  Rasio Bayi berakta 

kelahiran 

Ratio Sesuai dengan 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

Jumlah bayi berakte kelahiran / Jumlah 

bayi 

Data Konsolidasi Bersih 

(DKB) Kementerian 

Dalam Negeri - Republik 

Indonesia 

Jumlah anak Ber Akta 

Kelahiran 

  Rasio pasangan 

berakta nikah 

Ratio Sesuai dengan 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

Jumlah pasangan nikah berakte nikah / 

jumlah keseluruhan pasangan nikah 

Data Konsolidasi Bersih 

(DKB) Kementerian 

Dalam Negeri - Republik 

Indonesia 

Jumlah pasangan Ber Akta 

Nikah 

  Cakupan 

penerbitan kartu 

tanda penduduk 

Persen Sesuai dengan 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

Jumlah KTP Ber NIK yang diterbitkan / 

Jumlah penduduk wajib KTP X 100% 

Data Konsolidasi Bersih 

(DKB) Kementerian 

Dalam Negeri - Republik 

Indonesia 

Presentase Penduduk Ber 

KTP 

  Cakupan 

penerbitan akta 

kelahiran 

Persen Sesuai dengan 

Permendagri 86 

Tahun 2017 

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh 

akta kelahiran di tahun bersangkutan / 

jumlah kelahiran di tahun bersangkutan X 

100% 

Data Konsolidasi Bersih 

(DKB) Kementerian 

Dalam Negeri - Republik 

Indonesia 

Presentase Penduduk Ber 

Akte Kelahiran 
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BAB III 

 AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, 

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau 

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang yang dibuat sesuai 

ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan 

gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran 

srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun 

Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. 

A. Kerangka Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) 

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, 

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 
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kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian 

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator 

kinerja sasaran. 

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran 

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah, sebagai berikut : 

 

Persentase Predikat Kode Warna 

< 100% Tidak Tercapai  

= 100% Tercapai/ Sesuai Target  

> 100% Melebihi Target  

 

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dapat diukur 

dengan nilai interval sesuai pengkategorian nilai yang ditetapkan oleh Kementerian 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut : 

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  

Kota Bontang 

 Tahun 2019 

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian 
Kode 

Warna 

1 AA (Sangat Memuaskan) (> 90 - 100)  

2 A (Memuaskan) (> 80 - 90)  

3 BB (Sangat Baik) (> 70 - 80)  

4 B (Baik) (> 60 - 70)  

5 CC (Cukup) (> 50 - 60)  

6 C (Kurang) (> 30 - 50)  

7 D (Sangat Kurang) (> 0 - 30)  
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Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian 

kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab 

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian 

target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam 

dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan 

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam 

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2019, hasil reviu 

dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berdasarkan 

Keputusan Walikota Bontang Nomor : 06 tanggal 02 01 2019, telah ditetapkan  

sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian 

sebagai berikut : 

 Sasaran 1 Terwujudnya Tertib administrasi kependudukan dengan 

tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat 

 terdiri dari 5 indikator : 

- Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk 

- Rasio bayi berakta kelahiran 

- Rasio pasangan berakta nikah 

- Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

- Cakupan penerbitan akta kelahiran 

B. Capaian Indikator Kinerja Utama 

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam 

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan 
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ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. 

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi 

pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Nomor 06 tanggal 02 01 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bontang. 

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Bontang juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam 

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu 

strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. 

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 

Secara umum Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang telah 

dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk 

mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

Tahun 2017 - 2021 sebanyak 1 sasaran. 

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan 

sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Capaian Indikator Kinerja 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang  

Tahun 2019 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Capaian 

% 

1 
Rasio penduduk ber KTP per 
satuan penduduk 

Ratio 1,00 0,96 96 

2 Rasio Bayi berakta kelahiran Ratio 1,00 0,99 99 

3 Rasio pasangan berakta nikah Ratio 0,62 0,65 100.00 

4 
Cakupan penerbitan kartu tanda 
penduduk 

Persen 97 96,48 96.00 

5 
Cakupan penerbitan akta 
kelahiran 

Persen 75 100 100.00 
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Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 98,8% ditunjukan pada 

indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk, dengan capaian kinerja 

96%, pada indikator Rasio Bayi berakta kelahiran, dengan capaian kinerja 99%, pada 

indikator Rasio pasangan berakta nikah, dengan capaian kinerja 100 %, pada 

indikator Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk, dengan capaian kinerja 99 %, 

pada indikator Cakupan penerbitan akta kelahiran, dengan capaian kinerja 100 %. 

Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan 

informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Pencapaian Kinerja Sasaran 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

NO SASARAN STRATEGIS CAPAIAN 

1 Melebihi/Melampaui Target 20.00 % 

2 Sesuai Target 80.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 0.00 % 

 

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: 

Dari sebanyak 1 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja 

sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Pencapaian target Misi 

No Misi 

Jumlah 

Indikator 

Sasaran 

Tingkat Pencapaian 

Melampaui 

target 
Sesuai Target 

Belum 

Mencapai 

Target 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Misi 1 5 2 20.00 3 80.00 0 0.00 

 Jumlah 5 2 20.00 3 80.00 0 0.00 
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Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian 

kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran 

No Kategori Jumlah Indikator Persentase 

A. Misi 1 5  

1 Melebihi/Melampaui Target 2 20.00 % 

2 Sesuai Target 3 80.00 % 

3 Tidak Mencapai Target 0 0.00 % 

    

 

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala 

yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna 

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, 

dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. 

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain : 

 kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

 kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. 

 Kinerja nyata dengan target akhir renstra. 

 kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya 

ataupun dengan kinerja sektor swasta. 

 kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional. 

 

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai 

pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator 

sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 

Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2017 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam 

pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Periode 2017 - 2021 

Tahun 2019 

             

No Sasaran Indikator 
Satua

n 

Kinerja Keuangan 

Targe
t 

Realis
asi 

(%) Program Pagu Realisasi % 
  

1 Terwujudnya 
tertib 
administrasi 
kependuduk
an dengan 
tersedianya 
data dan 
informasi 
penduduk 
yang akurat 
dan terpadu 

1.
1 

Rasio 
pendudu
k ber KTP 
per 
satuan 
pendudu
k 

Ratio 1 0,96 96 Program 
Penataan 
Administrasi 
Kependuduk
an 

1.047.868.0
00 

978.670.53
2 

93,4
0 

1.
2 

Rasio 
Bayi 
berakta 
kelahiran 

Ratio 1 0,99 99 

        

1.
3 

Rasio 
pasangan 
berakta 
nikah 

Ratio 0,62 0,65 100 

1.
4 

Cakupan 
penerbita
n kartu 
tanda 
pendudu
k 

Perse
n 

97 96,48 96 

1.
5 

Cakupan 
penerbita
n akta 
kelahiran 

Perse
n 

75 100 100 

RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR 98 
TOTAL PER 
SASARAN 

1.047.868.0
00 

978.670.53
2 

93,4
0 

                

 

TOTAL 
KESELURUHA
N 

1.047.868.0
00 

978.670.53
2 

93,4
0 
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Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.6 

Analisis Pencapaian Sasaran 1 

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan 

informasi penduduk yang akurat 

No 
Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Tahun 2016  

% 

Tahun 2017 

% 

Tahun 2018 

% 

Tahun 2019 

% 
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

1 

Rasio 
penduduk 
ber KTP 
per satuan 
penduduk 

Ratio 1,00 0.70 70.00 1,00 0.75 70.00 1,00 0.97 100.00 1,00 0,96 96.00 

2 
Rasio Bayi 
berakta 
kelahiran 

Ratio 1,00 0.60 60.00 1,00 0.62 60.00 1,00 0.69 100.00 1,00 0,99 99.00 

3 

Rasio 
pasangan 
berakta 
nikah 

Ratio 0,50 0.40 80.00 0,57 0.42 80.00 0,6 0.47 100.00 0,62 0,65 100.00 

4 

Cakupan 
penerbitan 
kartu tanda 
penduduk 

Persen 93 90 90.00 93 91 90.00 96 96 100.00 97 96,48 96.00 

5 

Cakupan 
penerbitan 
akta 
kelahiran 

Persen 60 58 90.00 65 58 90.00 70 63 100.00 75 100 100.00 
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Sasaran Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya 

data dan informasi penduduk yang akurat dapat dilihat dari sebanyak 5 indikator yaitu 

: 

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Rasio penduduk ber KTP per satuan 

penduduk" adalah sebesar 0,99 dari target sebesar 1,00 yang direncanakan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96.00 

%, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Rasio Bayi berakta kelahiran" adalah 

sebesar 0,94 dari target sebesar 1,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.00 %, capaian ini 

sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Rasio pasangan berakta nikah" adalah 

sebesar 0,65 dari target sebesar 0,62 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini 

sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk" 

adalah sebesar 96,48 dari target sebesar 97 yang direncanakan dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96 %, capaian 

ini sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 

Capaian kinerja nyata indikator 5 "Cakupan penerbitan akta kelahiran" adalah 

sebesar 100 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini 

sesuai target yang diperjanjikan (Analisis Terlampir). 
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D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. 

Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD sehingga mempengaruhi capaian 

kinerja diantaranya : 

1.  Capaian Kinerja Bidang Kependudukan 

 Capaian kinerja urusan Kependudukan diukur dengan beberapa indikator Rasio 

Penduduk ber KTP per satuan penduduk, Kepemilikan KTP yang dalam 

pelaksanaannya terdapat permasalahan diantaranya : 

-  Banyak Penduduk yang migrasi ke Kota Bontang tanpa membawa Surat Pindah 

dari daerah asal; masih terdapat warga masyarakat yang belum melakukan 

perekaman data untuk KTP el; 

- Adanya keterlambatan distribusi Blanko KTP-el dari Pusat. Solusi terhadap 

permasalahan diatas adalah dengan menghimbau kepada masyarakat yang 

mempunyai keluarga di Bontang agar melengkapi diri dengan keterangan surat 

pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dimana lokasi 

penduduk pendatang tersebut berada hal ini untuk menghindari terjadinya duplikasi 

data.  

 Sedangkan untuk masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP-el Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang melakukan sistem jemput bola 

serta melakukan perekaman di 15 kelurahan yang ada di Kota Bontang. Sedangkan 

untuk mengantisipasi keterlambatan distribusi Blanko KTP-el dari Pusat, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang mengeluarkan Surat Keterangan 

sebagai pengganti KTP-el sesuai dengan format yang diinstrusikan dalam Surat 

Edaran Mendagri Nomor 471.13/10231/dukcapil Tanggal 29 September 2016. 

2.  Capaian Kinerja Bidang Pencatatan Sipil 

Capaian Kinerja urusan Pencatatan Sipil diukur dengan beberapa indikator 

Rasio bayi berakta kelahiran, Rasio Pasangan Berakte Nikah, Cakupan kepemilikan 

akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja bidang 

pencatatan sipil antara lain : 
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- Birokrasi kepengurusan dokumen pencatatan sipil yang oleh masyarakat dirasa 

terlalu  rumit; Buku Nikah yang di keluarkan oleh KUA berbeda dengan dokumen 

kependudukan; Pasangan suami isteri yang tercatat dalam kartu keluarga dengan 

hubungan keluarga suami isteri tetapi tidak memiliki akta perkawinan/buku nikah; 

- Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten di bidang Pencatatan Sipil. 

Solusi terhadap permasalahan diatas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang telah melaksanakan konsultasi dengan dirjen adminduk antara lain untuk 

dokumen akta kelahiran diantaranya kehadiran saksi untuk penandatangan register 

akta kelahiran tidak perlu harus hadir hal ini cukup dilakukan pada saat pengisian 

formulir pembuatan akta kelahiran.  

- Untuk pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah yang akan berpengaruh 

pada status anak dalam akta kelahiran 

            Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk 

pelayanan akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran telah mengadakan inovasi 

pelayanan  seperti MOU dengan Rumah Sakit se–Kota Bontang  diantaranya RSUD 

Taman Husada Kota Bontang, RS. PT. Pupuk Kalimantan Timur (RS. PKT), RS. 

PT.Badak NGL, Rumah Sakit Islam (Yabis),  RS. Amalia serta beberapa Bidan di Kota 

Bontang untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran anak yang baru lahir. 

Sedangkan untuk masalah kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) sendiri. 

3. Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

(PIAK) dan Pemanfaatan Data 

Capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

(PIAK) dan Pemanfaatan Data diukur dengan  indikator Ketersediaan Database Skala 

Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Permasalahan yang dihadapi 

dalam pencapaian kinerja pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data adalah keterbatasan perangkat keras 

(hardware/software) untuk pengoperasian aplikasi SIAK dan KTP-el; Jumlah materi 

MOU yang dikerjasamakan belum mencakup semua layanan sehingga capaian target 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak merata.  

Adapun solusi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Bontang untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : Untuk ketersediaan 

database yang lebih baik dan valid,mau tidak harus memaksimalkan dengan 
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peralatan yang ada; Melakukan teknik pinjam pakai terhadap peralatan yang belum 

bisa diganti dengan yang baru; Tetap melakukan teknik jemput Bola terhadap layanan 

yang selama ini sudah dilakukan (MOU); Selain itu Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang juga melakukan perawatan rutin terhadap perangkat 

yang ada. 

E. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya 

Dalam implementasi pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik komponen sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan faktor 

penunjang utama keberhasilan kinerja organisasi dalam menjalankan tugasnya. 

Kondisi terkini sarana prasarana yang ada belum dapat memenuhi standar 

pendukung pelayanan publik, diantaranya : 

- Ruang tunggu pelayanan belum didukung dengan sarana dan prasarana, 

- Terbatasnya ruang arsip pencatatan sipil juga merupakan kendala, 

sementara dokumen pencatatan sipil adalah dokumen aktip yang berlaku 

sepanjang waktu membutuhkan ruangan khusus untuk penyimpanan 

arsipnya,  

- Sumber daya manusia yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bontang masih dianngap belum memadai pada tugas dan fungsi 

yang diembannya.
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Berikut rangkuman dari realisasi sasaran dan indikator serta keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

Tahun 2019 yang tertera pada tabel di bawah ini :  

Tabel 3.7 

Tingkat Efesiensi,Efektifitas dan Anggaran sesuai indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2019 

No Sasaran Indikator Satuan 

Kinerja Keuangan 

Target Realisasi (%) Program Pagu Realisasi % 

1 Terwujudnya tertib administrasi 
kependudukan dengan tersedianya 
data dan informasi penduduk yang 
akurat dan terpadu 

1.1 

Rasio penduduk 
ber KTP per satuan 
penduduk 

Ratio 1 0,96 
96 

Program Penataan Administrasi 
Kependudukan 

876.788.000 809.585.532 95,80 

1.2 
Rasio Bayi berakta 
kelahiran 

Ratio 1 0,99 

99 
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (DAK Non Fisik Pelayanan 
Administrasi Kependudukan) 

95.607.480 92.771.000 97,03 

1.3 
Rasio pasangan 
berakta nikah 

Ratio 0,62 0,65 
100 

Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAK 
Non Fisik Pelayanan Administrasi 
Kependudukan) 

125.150.000 123.420.500 98,62 

1.4 

Cakupan 
penerbitan kartu 
tanda penduduk 

Persen 97 96,48 
96 

Penerbitan Dokumen Kependudukan (DAK 
Non Fisik Pelayanan Administrasi 
Kependudukan) 

438.702.520 382.137.000 87,11 

1.5 

Cakupan 
penerbitan akta 
kelahiran 

Persen 75 100 

100 
Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (DAK Non Fisik Pelayanan 
Administrasi Kependudukan) 

28.400.000 28.215.000 99,35 

          

  

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan 
Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK 
Non Fisik Pelayanan Administrasi 
Kependudukan) 

188.928.000 183.042.032 96,88 

            TOTAL PER SASARAN 876.788.000 809.585.532 95,80 

                        

    RATA-RATA CAPAIAN DARI 5 INDIKATOR 98 TOTAL KESELURUHAN 876.788.000 809.585.532 95,80 
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 Sasaran tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan 

informasi penduduk yang akurat dan terpadu dengan Indikator kinerja: 

 1.  Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk diukur dengan : 

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP 

Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah 

Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP pada tahun 2019 berjumlah  

119.866  (Seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam) 

sedangkan jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah sebesar 124.234  

(Seratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat) dengan 

demikian realisasi rasio capaian tahun anggaran 2019 untuk indikator kinerja 

ini sebesar 0,96 (Nol koma sembilan puluh enam ). 

 2.  Rasio bayi berakte kelahiran diukur dengan : 

Jumlah bayi berakte kelahiran 

Jumlah bayi 

 Jumlah penduduk ber KK pada tahun anggaran 2019 berjumlah 2.490 

(Dua ribu empat ratus sembilan puluh) sedangkan penduduk yang telah 

menikah berjumlah 2.499 (Dua ribu empat ratus sembilan puluh 

sembilan) dengan demikian rasio realisasi indikator sebesar 0,99 (nol koma 

sembilan puluh sembilan). 

 3. Rasio pasangan berakte nikah : 

Jumlah pasangan nikah berakte nikah 

Jumlah keselurahan pasangan nikah 

   Jumlah pasangan nikah berakta nikah tahun 2019 berjumlah 24.914 

(Dua puluh empat ribu sembilan ratus empat belas) sedangkan jumlah 

keseluruhan pasangan nikah 38.249 (Tiga puluh delapan ribu dua ratus 

empat puluh sembilan) dengan rasio realisasi sebesar 0,65 (nol koma 

enam puluh lima). 
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 4. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 

Jumlah KTP Ber NIK yang diterbitkan 

                             Jumlah penduduk wajib KTP 

          Jumlah penduduk yang memilik KTP tahun 2019 berjumlah 119.866  

(Seratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh enam)  sedangkan 

jumlah penduduk wajib KTP (17 dan atau pernah / sudah menikah) berjumlah 

124.234  (seratus dua puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat) dengan 

prosentase capaian 96.48 % (sembilan puluh enam koma empat puluh 

delapan persen). 

 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk : 

Jumlah penduduk lahir dan memperoleh  
akta kelahiran di tahun bersangkutan 

 
Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan 

     Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran tahun 2019 berjumlah 

2.455 (Dua ribu empat ratus lima puluh lima)  sedangkan jumlah penduduk 

tahun 2019 berjumlah 2.455 (Dua ribu empat ratus lima puluh lima)  dengan 

capaian realisasi sebesar 100 % (seratus persen) 

Sasaran strategis tahun 2019 untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi 

Perkantoran dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan serta tersedianya sarana dan 

prasarana diukur diantaranya dengan indikator kinerja jumlah/prosentase 

pelayanan administrasi perkantoran dengan program peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran dengan jumlah kegiatan tahun 2019 sebanyak 5 

kegiatan dengan capaian pelaksanaan kegiatan 98,8 % (Sembilan puluh 

delapan koma delapan persen).  Indikator kedua untuk sasaran ini adalah 

Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdapat 6 (enam) 

dokumen/laporan kinerja dan keuangan yang ditargetkan dapat diselesaikan 

secara tepat waktu yakni laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran , 

laporan keuangan akhir tahun 2019, Penyusunan Renja SKPD, Penyusunan 

Laporan Akuntabiltas, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang.  

X 100 % 

X 100 % 
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F. Realisasi Anggaran  

Berikut Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang Tahun 2019 : 

Tabel 3.8 

Lapora Realisasi Anggaran  

Tahun 2019 

No. URAIAN 

PAGU ANGGARAN JUMLAH 
ANGGARAN 
PERUBAHAN 

REALISASI ANGGARAN 
JUMLAH  

REALISASI 
% 

SISA  
ANGGARAN Belanja Tidak 

Langsung 
Belanja 

Langsung 
Belanja Tidak 

Langsung 
Belanja 

Langsung 

1 2 3 4 5 = 3 + 4 6 7 8 = 6 + 7 
9 = (8 / 

5) x 
100% 

10 = 5 -  8 

1 Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil 

5.797.262.492,00 3.374.677.062,00 9.171.939.554,00 5.755.160.309,00 3.178.941.684,00 8.934.101.993,00 97,41 237.837.561,00 

                  

JUMLAH 5.797.262.492,00 3.374.677.062,00 9.171.939.554,00 5.755.160.309,00 3.178.941.684,00 8.934.101.993,00 97,41 237.837.561,00 

 

Dari tabel diatas dapat dijelasan alokasi anggaran dan realisasi  untuk 

program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang 

pada tahun anggaran 2019 setelah perubahan sebesar Rp. 9.171.939.554,00 

(Sembilan Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh 

Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dan Realisasi anggaran 

sebesar Rp. 8.934.101.993,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat 

Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga rupiah ) atau sebesar 

97,41 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 237.837.561,00 (Dua Ratus Tiga Puluh 

Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). 
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BAB IV  

PENUTUP 

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban 

tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini 

merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana 

diharapkan oleh semua pihak. 

LKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Tahun 2019 

ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bontang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja 

kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang 

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang kepada 

pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah 

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bontang. 

            

           Kota Bontang,............... 

 

 

Dra. Hj. Yuliatinur, MM. 

NIP. 196007221985012001 
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Lampiran :  

 SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 

 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 

 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Perubahan 

 Rencana Aksi Tahun 2019 

 Kertas Kerja (Cascading) Tahun 2019 

 

 


